
 
 
 
 

 
 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
                                         

                                       NOMOR 100.3.3.1/52 TAHUN 2025/2012 
  

TENTANG 

 

BESARAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN  

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2025 

  

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan penganggaran di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang 
Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah 
ditetapkan jenis dan besaran anggaran yang bersumber dari 

Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 

  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



 

  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang                

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); 

  
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157); 

  
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 

2024tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12); 

  
10. Peraturan Gubernur     Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2025 Nomor 39); 

  
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 
 

KESATU 

 

: Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagai berikut: 

 

 
 

 
 
 

 

NO 
JENIS 

PAJAK 

TARGET  

TAHUN 2025 

(Rp.) 

TARGET TRIWULAN 

I 

(Rp.) 

II 

(Rp.) 

III 

(Rp.) 

IV 

(Rp.) 

1. Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

4.353.358.423.000 718.304.139.795 718.304.139.795 805.371.308.255 2.111.378.835.155 

2. Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

2.549.433.805.000 293.184.887.575 369.667.901.725 395.162.239.775  

 1.491.418.775.925 

3. Pajak 

Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Bermotor 

2.619.000.000.000 

 

602.370.000.000 

 

654.750.000.000 

 

654.750.000.000 

 

  707.130.000.000 

 

4. Pajak Air 

Permukaan 

 

    18.900.000.000   

 

    4.536.000.000 

 

4.914.000.000 

 

   4.536.000.000 

 

 4.914.000.000 

 



 

 

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

SALINAN : Keputusan  Gubernur ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal  14 Februari 2025 
 

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 

 

NANA SUDJANA  


